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Perjalanan Reformasi Polri

Pemisahan Polri dan TNI dengan
Instruksi Presiden No. 2/1999

Polri langsung di bawah Presiden
dengan Keputusan Presiden No.
89/2000

Disahkannya UU Polri

IDSPS, AJl, dan FES, 2009
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Perubahan aspek struktural  Perubahan aspek instrumental

Menjadikan Polri

sebagai lembags negara
nondepartemen (satingkat
menter)

Menjadi mitra kerja komisi
DPRRI

Kepegdawsien dalam
manajemen tersendir (UL
No. 43/1999)

Mengubah struktur
anggaran

Pembenahan polisi
berseragam dan tidak

berseragam
Pengembangan Satuan
wilayah menjadi -

piramida - flat

. Polda sebagai kesatuan

induk penuh

. Titik pengawasan pada

pengemban diskresi {psl
18 UU No. 2/2002)
Membentuk Kompalnas
Likuidasi Brimob dalam
struktur Polri.

.

=

Dikeluarkannya Tap MPR V]
dan VIl Tahun 2000
Amandemen Pasal 30 ULD
1945
LU Momor 2 Tahun 2002
PP dan Kepres
Refisi 300 Juklak/juknis
Parubahan doktrin dan
pedoman induk
Menyusun grand strategdic
(Renstra Polr 25 tahun).
d. Jangka pendek (2005-
2018} membangun trust

building.

b. Jlangka mensngah
(2011-2015) membangun
partnershipy/ networking.

c. Jangka panjang (2016=-
2025} merath keunggulan

[strive for excellence).

Perubahan aspek kultural

8. Tri Brata
Catur Prasetya

C.. Kode etik Poiri (pemuliaan
profesi)

d. Filosofi pendidikan

e. Etika staf

f. Pedoman pearilaku Polri

E. Lapgu dan lambang (tradisi)

h. Meminimalkan seremonial
dan upacara

. Pemberdeyaan Bintara dan

Tamtama

- Makam kehormatan Polri

(umtuk pemulisan profesi)

k. Redifinisi jati diri Polri
melalui demiliterisasi,
depolitisasi, desakralisasi,
desentralisasi,
defeocdalisasi,
dekorporitasi,
debirokratisasi, dectorisasi
(budged)

l. Upaya membangun
kemandirian Polri melalui
mandiri dalam sistem
ketatanegaraan; mandiri
sebagai kekuatan
bersenjata, bukan militer;
mandin dalam sistem
pemwidikan pidana; mandiri
dalam sistem otonomi
daerah; mandiri dalam
sistam kepegawaian;
mandir dalam sistem
anggaran: dan mandiri
dalam sistem politik

[partai}



Unsur Reformasi Polri

Kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan
Filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi,
fungsi, IPTEK

Norma, nilai, tatakrama, sikap

Siregar, 2014
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Tuntutan Reformasi Polri 2025

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, 2025; UGM, 2025;
BEM SlI, 2025; Gerakan Nurani Bangsa, 2025



Tantangan Menuju Reformasi Polri

1.Kendala struktural: hierarkis, distribusi pemajuan HAM
tidak merata, minim ruang diskusi dengan masyarakat sipil.

2.Kendala kultural: budaya organisasi yang militeristik,
pendekatan represif

3.Sanksi dan pengawasan yang lemah

4.Intervensi politik
Siregar, 2014
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Perkembangan Saat ini

1. Tim Reformasi Polri Kapolri

Publik diminta sabar
¢ Dibentuk oleh Kapolr Jenderal Listyo Sigit Prabowo

* Ketua: Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana 5 {}Htﬂber 2{}25, MEﬂSES”Eg PFEEE‘tyG Hadl I‘r‘IEngatakaﬂ ’[llTI rEf-Drl'nEEi
Polri akan diumumkan sepekan setelah momen upacara HUT ke-80
TNI di kawasan Monas itu.

* Anggota: 52 orang

¢ Fokus: mempercepat reformasi internal Polri (organisasi,

operasional, pelayanan publik. pengawasan). “Minggu depan. lya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden/”

* Tugas: mengevaluasi program internal Polri dan kata Prasetyo.
menindaklanjuti masukan masyarakat serta pakar.

e Sifat: implementatif dan operasional. Sepekan dari 5 Oktober berarti 12 Oktober. Namun hingga waktu

o . o : yang dijanjikan Prasetyo, belum ada pelantikan tim reformasi Polri.
* Sinergi: membantu Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden

melalui subkelompok.

Baca juga: Satu Tahun Prabowo: Menagih Reformasi Polri

2. Komisi Reformasi Polri Presiden
Prasetyo mengatakan pengumuman tim reformasi Polri tinggal

* [ibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. menunggu waktu SEI_iEI.

¢ Anggota: 9 orang, termasuk beberapa mantan Kapoilri.

| _ o ) Namun hingga kini, tim reformasi bentukan Prabowo belum juga
¢ [Fokus: reformasi strateqgis, seperti revisi UUJ, pengkajian

kedudukan, ruang lingkup, dan kewenangan Polri. diumumkan.

* Tugas: merumuskan perubahan kebijakan Polr untuk “Mohon sabar menunggunya,” kata Menteri Koordinator Bidang
diserahkan ke Presiden. 3 % g
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril lhza Mahendra,

dalam siaran pers, Senin (20/10/2025) pekan lalu]

* Masa kerja: ad hoc, sekitar 6 bulan.

* Sinergi: bekerja sama dengan tim internal Polri, menjadi tim

utama. detik.com, 28/9/2025; nasional.kompas.com, 27/10/2025
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REKOMENDASI

1.Presiden dan DPR RI: Segera menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP yang berpotensi memperkuat
kewenangan represif aparat penegak hukum. Membentuk Tim Reformasi Kepolisian yang bersifat independen, transparan,
dan memiliki kewenangan nyata untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem, struktur, dan kultur Polri.

2.Tim Reformasi Kepolisian (yang dibentuk Presiden dan DPR): Melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi Polri,
meliputi: a. Sistem kerja dan rantai komando, b. Pembagian kewenangan antara fungsi penegakan hukum dan keamanan
publik, c. Struktur organisasi yang lebih ramping dan profesional, d. Pembenahan kultur agar berorientasi pada pelayanan
publik, bukan kekuasaan.

3.Kapolri dan Internal Polri: Mereformasi sistem rekrutmen dan pendidikan agar berbasis merit, menjunjung hak asasi
manusia, dan menghapus praktik kekerasan serta diskriminasi dalam proses pendidikan. Memperkuat pemahaman dan
pelatihan HAM di setiap jenjang kepolisian agar menjadi standar perilaku dan penegakan hukum. Menjamin transparansi
dan akuntabilitas lembaga, termasuk membuka akses publik terhadap proses penyelidikan, penggunaan anggaran, dan
mekanisme penegakan disiplin anggota.

4.Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan DPR: Memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap
Polri agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan warga. Melakukan
evaluasi rutin terhadap tindakan kepolisian, khususnya dalam kasus penggunaan kekerasan, penangkapan sewenang-
wenang, dan pelanggaran etik.

5.Polri dan Pemerintah Daerah: Memberikan pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap
massa aksi, termasuk memulihkan hak-hak korban dan memastikan proses hukum terhadap pelaku. Segera membebaskan
seluruh massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang dalam aksi unjuk rasa.
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